
BUPATI TAPIN
PROVINSI I(ALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NouoR 13, trutuu 2o1s

TENTAITG

PEDOMAII AKI'NTANSI PN)A BADAN L/TYANAN TIMUM DAERAII
RI'}IAII SAIST UUI'M DAERATI DATU SANGGUL RANTAU

DENGAN RATIMAT TT'IIAN YANG MAIIA ESA

Menimbang : a.

: BUPATI TAPIN,

bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit
Umum Daerah Datu SanggUl Rantau sebagai
Satuan Ke{a Perangkat Daerah yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara
penuh, dan dalam rangka mengembangkan dan
menerapkan sistem akuntansi yang sesuai
standar akuntansi yang berlaku pada Badan
Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 116 dan Pasal lt7 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2OO7
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah, maka
dipandang perlu mengatur Pedoman Alnrntansi
pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembenhrkan Daerah Tingkat II Tanatr I"aut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambatran kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756\i

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggffa Negara yarlg Bersih dan Babas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Mengingat : 1.
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OM tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungiawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
aaoo);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Rrsat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO9 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s063);

U4dang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5o721;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20ll Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
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diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tatrun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintatran Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

1 1. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 201,4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56Of );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Urnum (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan
Pemerintatr Nomor 74 Tahun 2OL2 tentang
Penrbatran Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan
Badal layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l7l,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53a0);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5
tentang Dana Perimbangan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5751;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45761, sebagaimana
telatr diubah dengan Peratrrran Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2OLO tentang Pembahan Atas
P.erahrran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OLO Nomor 110, Tambalran kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5
tentang Pengelolaan Keuangan Daeratr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5781;
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintatr Nomor 79 Tahun 2OO5
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintatr Daeralr (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tatrun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2006 Nomor 25,
Tambatran kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6lal;

19. Peraturan Pemerintatr Nomor 38 Tahun 2OOT
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintatran Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah

20.

I(abupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
47371;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Dekonsentrasi dan T\rgas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 2O, Tambahan Lembarart Negara
Republik Indonesia Nomor a8$l;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO
tentang Standar Almntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O1O Nomor 123, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL+ Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
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23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
teralhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubatran Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O
tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

24. Perafrxart Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, teral<hir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2I Tatrun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan
Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2OO7 tentang Pedoman ?eknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

26. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tatrun 2OO7 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daeratr;

27. Perafrtan Menteri Keuangan Nomor
76 I PMK.OS I 2OO8 tentang Pedoman Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan
Umum;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tatrun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

29. Perattxan Daerah Nomor 04 Tatrun 2OOB
tentang Urusan Pemerintatr Daeratr I(abupaten
Tapin;

3O. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O5
Tatrun 2OOB tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kefa Perangkat Daeratr Kabupaten
Tapin, sebagaimana telah diubatr beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daeratr Kabupaten
Tapin Nomor 01 Tattun 2Ol4 tentang
Penrbahan Ketiga Atas Peratrrran Daerah
Nomor 05 Tahun 2OO8 tentang Pembenttrkan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin;



31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2OL2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Mifik
Daerah;

Keputusan Bupati Tapin Nomor :

188.45/ 184/KUM l2OI2 tentang Penetapart
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
Rantau sebagai Satuan Keda Perangkat Daeratr
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuartgan
Badan Layanan Umum Daerahl

MEMUTUSI(AN :

32.

33.

Menetapkan : PERATURAIT BUPATI TENTANG PEDOMAN
AIfi'NTANSI PADA BADAIT L/TYAIYAN I'UUT
DAERAII PADA RT'UAII SAIIIT I'Ifi'U DA.ERAII
DATU SAMrcUL RAIYTAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten TaPin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggffa
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tapin.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.

5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten
Tapin.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala Satuan Keda Perangkat Daerah yang
memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

7, Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang
selanjutnya disingkat RSUD Datu Sanggul Rantau adalah Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapin.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Republik Indonesia.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutrrya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupeten Tapin.
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10. Badan l,ayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintatr
Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencarikeuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat
PPK-BLUD adalatr pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas benrpa, keleluasaan untuk menerapkan praktek-
praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai
pengecualian dari ketentrran pengelolaan keuangan daeratr pada
umumnya.

12. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang
bertanggungjawab' terhadap kinerja operasional BLUD y{tg
terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis
pada BLUD.

13. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang
menyediakan pelayanan rawat h"p, rawat jalan dan gawat
damrat.

14. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik
dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan
berkesinambungan.

15. Fleksibilitas adalah keleluasaa.n pengelolaan keuangan /barang
yang berlaku pada PPK-BLUD.

16. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan
yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

17. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah
Dokumen Lima Tahunan yang memuat Visi, Misi, Program
Strategis, pengukuran pencapaian kineda dan arah kebijakan
operasional BLUD.

18. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah
dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang
berisi program, dan kegiatan, target kineg'a dan anggaran BLUD.

19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM
adalah ketenhran tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang
mempakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap
warga secara minimal.

20. Target Tahunan, adalatr nilai persentase yang harus dicapai
sebagai tolok ukur kinerja pada tahun yang bersangkutan.
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21. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang tenrkur sesuai dengan misi Satuan Kerja
Perangkat Daeratr.

22. Ke$atan adalah bagran dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daeratr
sebagai bagran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang bempa personal (sumber daya manusia),
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan (inWl untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang/jasa.

23. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan
tagihan PPK-BLUD yang menambatr ekuitas dana lancar dalam
periode anggaran bersangkr.rtan yang tidak perlu dibayar
kembali.

24.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yarg
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tatrun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh PPK-BLUD.

25. Biaya adalah sejumlatr pengeluaran yang mengura.ngi ekuitas
dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk
keperlua:r operasional BLUD.

26. Basis Akruat adalah basis akuntansi yang mengalnri penganrh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan
peristiwa ittr terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara
kas diterima atau dibayar.

27. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang
BLUD dibuka oleh Pemimpin BLUD pada Bank Umrrm trnttrk
menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran
pengeluaran BLUD.

28. Lapor,an Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan
yang mempakan gabungan keselunrhan laporan keuangan
entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai sahr entitas pelaporan.

29. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau Orang
Perseor,angan yang kegiatan usahanya menyediakan
barang/layanan jasa.

30. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalatr
Sattran Pengawas Internal RSUD Datu Sanggul Rantau yang
berhrgas melakukan pengawasan dan pengendalian internal
dalam rangka membantu Pimpinan RSUD Datu Sanggul Rantau
unhrk meningkatkan kinerja pelayanan, Keuangan dan pengamh
lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis
sehat.



31. Investasi adatah penggUna€rn aset unhrk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial,
dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan
kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

32. Kineqa adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang tenrkur.

33. Nilai Omset adalah jumlah selunrh pendapatan operasional yang
diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa
layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD
dengan pihak latn dan/atau hasil usaha lainnya.

34. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yiltg tercantum dalam neraca
BLUD pada akhir suatu tatrun buku tertentu, dan menrpakan
bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisatrkan.

35. Tarif adalatr imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan
oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana,
dapat bertujuan unhrk menutup selumh atau sebagian dari
biaya per unit layanan.

36. Surat Perintatr Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh Pemimpin BLUD.

37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya
disingkat DPA BLUD adalatr dokumen y{tg memuat pendapatan,
belalja dan pembiayaal yang digUnakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh Pemimpin BLUD-

Pasal 2

(1) BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan
sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh
Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia dalam rangka manajemen
bisnis yang sehat.

(21 Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana
dimaksud ayat (1), menggunakan basis al<rual baik dalam
pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Pasat 3

(1) Dalam rangka penyelenggaraan aktrntansi dan pelaporan
keuangan berbasis almlal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (21, disusun kebirjakan akuntansi yang berpedoman pada
standar akuntansi sesuai jenis layanannya sebagaimana
tercantrrm dalam L^ampiran yang merupakan bagian tidak
terpisatrkan dari Peraturan Bupati ini.
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(21 Kebijakan Akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran,
penyqjian dan penggunaErn aset, kewajiban, ekuitas dana,
pendapatan dan biaya.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
25 Mei 2015

Diundangkan di Rantau
pada tanegd 25 Mei 2OLs

I(ABUPATEIT TAPIN,

BTRITA DAIRAII KABT'PATEIT TAPIN TAEIII{ 2015 NOUOR :1'4


